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P U T U S A N 

Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Btm 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata 

agama pada tingkat pertama secara elitigasi, dalam persidangan Majelis, telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara: 

Maimunah binti Jamal Panjaitan, tempat/tanggal lahir, Kampung Melati, 27 

Mei 1980, umur 43 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga 

negara Indonesia, NIK: 1207236705800008, agama Islam, 

pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di 

Perumahan Bida KSB Blok G No.170 RT 005 RW 010, 

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, 

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bambang 

Darmaji, S.H., advokat / penasihat hukum dari Bambang 

Darmaji & Partners, yang berkantor di Komplek Ruko Taman 

Dutamas Blok B No.11 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan 

Batam xxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 053 

/ SK/BD&P/IV/2024 tanggal 25 April 2024, yang terdaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor: 

298/SK/V/2024/PA.Btm tanggal, 03 Mei 2024, sebagai 

Penggugat; 

melawan 

Handoko bin Suratman, tempat/tanggal lahir, Klaten, 04 Juni 1991, umur 32 

tahun, jenis kelamin Laki-Laki, warga negara Indonesia, agama 

Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat 

tinggal di Perumahan Cipta Green Mansion Cluter Green Forest 

Blok D No.03 RT 003 RW 005 , xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, 

xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, 

sebagai Tergugat; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di 

persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 April 2024 telah 

mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Btm, tanggal 03 

Mei 2024, dengan alasan sebagai berikut: 

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada 

tanggal 11 Oktober 2019  Di KUA xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 

xxxxx,   tertera dalam Kutipan akta Nikah Nomor : 0472/ 021 /X / 2019, 

tertanggal  11 Oktober 2019;   

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat 

tinggal di Batam  sampai sekarang.  

3. Bahwa, selama  pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah 

berhubungan layaknya sebagaimana layaknya suami  isteri  dan 

dikaruniai  2 (dua) dua  orang anak masing-masing yang bernama :  

1. Sheza Almahyra Binti Handoko  ( Batam 10 Oktober 2020)  

2. Syauqi Rahman Bin Handoko  ( Batam 08 Agustus 2022 )  

4. Bahwa, pada  mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu sejak  pertengahan 

bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi 

tidak harmonis lagi, sering terjadi cekcok terus menerus dan 

pertengkaran yang disebabkan antara lain  :  

a. Bahwa sebelum pernikahan Tergugat menerima anak bawaan 

Penggugat namun setelah menikah Tergugat tidak menyukai anak 

bawaan Penggugat dan beberapa kali Tergugat memukul dan 

menendang amak bawaan Penggugat hingga anak bawaan 

Penggugat mengalami trauma;   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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b. Bahwa Tergugat  memili sifat temperamental dan beberapa kali 

Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dengan golok 

sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan mengalami trauma;  

c. Bahwa Tergugat  Kecanduan mengkonsumi minuman keras dan 

bermain judi online sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab 

dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan pada saat 

Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, tergugat selalu merasa 

keberatan;   

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan 

Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada   25 

September 2023, akhirnya Tergugat pergi dari kediaman bersama;   

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 

bulan  September  2023 sampai sekarang;   

7. Bahwa, pihak keluarga sudah sering berusaha untuk menasehati dan 

mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan 

harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil  

8. Bahwa,oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat 

tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon di 

tetapkan sebagai pemegang hak hadhanah ( pemeliharaan ) atas anak 

tersebut dan biaya hidup anak sebesar Rp.2.000.000 ( dua juta rupiah ) 

sampai anak tersebut dewasa di tanggung oleh Tergugat;   

9. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon 

kepada Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim kiranya 

dapat memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat kemudian 

memutuskan sebagai berikut : 

PRIMER : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya  

2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugro Tergugat (Handoko bin 

Suratman)  terhadap Penggugat (Maimunah  binti  Jamal Panjaitan)  

3. Menetapkan anak yang bernama: 1. Sheza Almahyra binti 

Handoko (Batam 10 Oktober 2020). 2. Syauqi Rahman bin Handoko ( 

Batam 08 Agustus 2022 )  di bawah hak asuh Penggugat;   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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4. Bahwa biaya hidup anak-anak tersebut setiap bulannya  sebesar 

Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa di 

tanggung oleh Tergugat;   

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum  

 SUBSIDER  : 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan  yang seadil â€“ 

adilnya. 

 Bahwa perkara aquo didaftar secara elektronik oleh Penggugat dan 

diperiksa secara elektronik; 

Bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili 

elektroniknya dan Tergugat dipanggil melalui surat tercatat Pos Indonesia 

/Jurusita Pengganti ke alamat domisilinya; 

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan dalam perkara ini 

Penggugat telah memberikan kuasa kepada Bambang Darmaji, S.H., advokat / 

penasihat hukum dari Bambang Darmaji & Partners, yang berkantor di 

Komplek Ruko Taman Dutamas Blok B No.11 Kelurahan Baloi Permai 

Kecamatan Batam xxxx xxxxx; 

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh 

Kuasa Hukumnya Bambang Darmaji, S.H. telah datang dan hadir menghadap 

di persidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan 

untuk acara mediasi dan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang 

menghadap kepersidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

tetap tidak hadir; 

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mengikuti proses mediasi, 

berdasrkan laporan Mediator (Psianti Salwa Fitri, SE.,CPM) tanggal 10 Juni 

2024, bahwa mediasi telah gagal atau tidak berhasil merukunkan Penggugat 

dengan Tergugat  untuk bersatu kembali akan tetapi tetap tidak berhasil;  

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati dengan mendamaikan Penggugat 

dengan Tergugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dan tidak 

melanjutkan gugatannya, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai 

dengan Tergugat;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Bahwa oleh karena mediasi dan perdamaian yang dilakukan oleh Mediator 

dan Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan 

dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat 

gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh 

Penggugat;  

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah lagi 

hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat  tidak 

dapat didengarkan; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut: 

A. Bukti Surat: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1207236705800008, atas nama 

Maimunah, yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, bukti surat 

tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan 

telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu 

oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;   

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0472/ 021 /X / 2019 Tanggal 11 

Oktober 2019, atas nama Handoko Bin Suratman dengan PENGGUGAT 

dikeluarkan oleh KUA Sekupang xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, 

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta 

cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan 

diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;  

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-02122020-0016, atas 

nama Sheza Alamhuyra, yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil 

xxxx xxxxx, pada tanggal 02 Desxember 2020,  bukti surat tersebut telah 

diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokan 

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis 

diberi tanda P.3;   

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-13102022-0026, atas 

nama Syauqi Rahman, yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil 

xxxx xxxxx, pada tanggal 13 Oktober 2022,  bukti surat tersebut telah 

diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis 

diberi tanda P.4; 

B. Bukti Saksi: 

Saksi 1, SAKSI 1 Panjaitan, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, 

pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bida KSB Blok I Nomor 

133, RT.004/RW.010, Kel Patam Lestari, Kec Sekupang, xxxx xxxxx, di 

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai 

berikut : 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah 

adik kandung dari Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah saksi menikah 

pada bulan Oktober tahun 2019, di KUA xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx;  

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dalam membina 

rumah tangga di kota Batam;  

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 

(dua) orang anak;  

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya 

berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2020 

sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun 

dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;  

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat 

memiliki sipat tempramental yang tinggi dan suka emosi;  

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak suka 

saat ini kepada anak bawaan Penggugat; 

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan 

Tergugat bertengkar;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan 

September tahun 2023 yang lalu sampai sekarang;  

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat 

sendiri;  

- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan 

Tergugat tidak pernah lagi berkumpul lagi; 

Disclaimer
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- Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluarga pernah diusahakan 

damai untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat 

tidak mau rukun lagi;  

- Bahwa yang saksi lihat selama ini anak di pelihara oleh Penggugat;  

- Bahwa sejauh yang saksi lihat dan ketahui, Penggugat sanggup dan 

mempunyai kecakapan untuk mengasuh anaknya 

- Bahwa Penggugat ibu yang baik dan penyayang tidak pernah melakukan 

tindakan atau hal-hal yang mencelakakan atau mencederai anak-anak 

tersebut;  

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk di dalam atau di 

luar rumah yang sifatnya melanggar seperti mengkonsumsi narkoba 

pergi ke diskotik 

Saksi 2, SAKSI 2 Siagian, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikanSLTA, 

pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bida KSB Blok I Nomor 

119, RT.004/RW.010, Kel Patam Lestari, Kec Sekupang, xxxx xxxxx, di 

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai 

berikut : 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah 

adik sepupu dari Penggugat, dan Tergugat namanya Handoko; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah saksi menikah 

sekitar tahun 2019 di KUA xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx;  

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah 

tangga di kota Batam;  

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 

(dua) orang anak;  

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya 

berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2020 

sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun 

dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;  

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat 

memiliki sipat tempramental yang tinggi dan suka emosi;  
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- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak suka 

saat ini kepada anak bawaan Penggugat; 

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan 

Tergugat bertengkar;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan 

September tahun 2023 yang lalu sampai sekarang;  

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat 

sendiri;  

- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan 

Tergugat tidak pernah lagi berkumpul lagi; 

- Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluarga pernah diusahakan 

damai untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat 

tidak mau rukun lagi;  

- Bahwa yang saksi lihat selama ini anak di pelihara oleh Penggugat;  

- Bahwa sejauh yang saksi lihat dan ketahui, Penggugat sanggup dan 

mempunyai kecakapan untuk mengasuh anaknya 

- Bahwa Penggugat ibu yang baik dan penyayang tidak pernah melakukan 

tindakan atau hal-hal yang mencelakakan atau mencederai anak-anak 

tersebut;  

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk di dalam atau di 

luar rumah yang sifatnya melanggar seperti mengkonsumsi narkoba dan 

pergi ke diskotik untuk bersenang -senang; 

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan 

menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan 

tanggapannya; 

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan 

apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada 

pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, 

dan mohon putusan;   

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada 

segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; 
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PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa perkara a quo di daftar oleh Penggugat secara 

elektronoik dan dilakukan persidangan secara elektronik (elitigasi) 

sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 

Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik; 

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil 

surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyumpahan advokat, 

Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah 

memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat 

(1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 

Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Penggugat sah (legitimed) mewakili 

Penggugat dalam pemeriksaan perkara a quo dan selanjutnya kuasa 

Penggugat  berkedudukan sebagai Penggugat formil; 

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah 

memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana 

yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 

26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada 

Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut 

sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 15 dan Pasa 16 Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tetang Administrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan secara Elektronik; 

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak 

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut 

berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut, dan ternyata bahwa 

ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu 

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat 

dijatuhkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan 

sesuai pula dengan dalil syar’i: 
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  له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من 

Artinya: Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia 

dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-

an II : 405); 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di 

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata 

tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka 

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan 

gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan 

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 26 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian, maka gugatan Penggugat 

dapat diperiksa dan diputus secara verstek; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk 

bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan 

gugatannya, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;  

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam 

persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud 

Pasal 154 R.Bg jo Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 

1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;  

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai 

adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara 

Penggugat dengan Tergugat menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah 

hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serta rukun kembali dengan penyebab 

sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan pada duduk perkara diatas;    

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak  

memberikan jawaban karena tidak hadir dan tidak mengutus orang lain  

sebagai wakil atau kuasa hukumnya, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat 

tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat; 

Menimbang, bahwa karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) 

yang berhubungan dengan hukum perseorangan (personal recht), maka 
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kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;  

 Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, 

P.3, dan P.4), setelah diteliti, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil 

dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 1868 KUHPerdata jo 

Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang  Bea Meterai, 

yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:  

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), berupa fotokopi  

identitas Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh 

Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah dinazegelen dan sesuai 

aslinya,   terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan 

Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan 

kewenangan relatif, gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan 

dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-

undang Nomor 7 Tahun  1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), berupa fotokopi Kutipan 

Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh 

Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah dinazegelen dan sesuai  

dengan aslinya, menerangkan benar antara Penggugat dengan Tergugat 

adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut 

relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti surat 

(P.2) sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna 

dan mengikat, karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat 

berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini 

(persona standi in judicio); 

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, dan P.4, adalah bukti yang menunjukan 

dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mmemiliki 2 (dua) orang 

anak, oleh Penggugat agar kedua anak tersebut ditetapkan Penggugat yang 

memegang hadhonah atau hak asuhnya, oleh Majelis Hakim bukti tersebut 

diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut; 
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Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat juga 

menghadirkan 2 (dua) orang saksi SAKSI 1 Panjaitan, dan SAKSI 2 Siagian, 

yang tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, 

keterangan saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, 

didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil 

yang harus dibuktikan oleh Penggugat, pada pokoknya kedua saksi mengetahui 

benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselsihan yang terus 

menerus disebabkan Tergugat memiliki sipat temperamental dan selalu emosi 

tanpa sebab dan alasan, hingga menyebabkan keduanya sudah hidup terpisah 

sejak tanggal 25 September 2023 yang lalu sampai sekarang, tanpa pernah 

ada iktikat keduanya untuk dapat berkumpul dan rukun kembali membina 

keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan sudah dilakukan tetapi tidak 

berhasil, Keterangan saksi saksi telah memenuhi syarat formil dan materil 

pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat diterima 

dalam perkara ini sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg; 

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka 

sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan 

fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

sebagai berikut: 

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, 

yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku; 

- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakhir 

hidup berpisah; 

- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksana 

kan namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka 

ditemukan fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai 

suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku; 

2. Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi 
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perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh 

Tergugat yang memiliki sipat temperamental dan suka emosi tanpa sebab 

dan alas an; 

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbutkti telah pisah rumah dan 

tempat tinggal semenjak tanggal 25 September 2023 yang lalu saampai 

sekarang; 

4. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti; 

5. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis 

Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah 

terjadi perselisihan dan pertengkaran atau keretakan ikatan batin sebagai 

suami istri, hingga terjadi pisah tempat kediaman dan tidak ada harapan untuk 

kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, usaha 

mendamaikan sudah tidak berhasil, bahkan Penggugat telah berketetapan hati 

untuk bercerai dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat 

diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana 

diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, 

sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahkan dalam rumah 

tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan 

kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Oleh karena itu sudah 

saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan 

Kaidah Fiqhiyah: 

  المصالح جلب  من أولي المفاسد رأ د

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap 

kebaikan; 
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 Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil 

syar'i/pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis 

dalam kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI,  halaman 346 sebagai berikut:  

 طلقة  ضى القا عليه طلق لزوجها وجة الز رغبة دمـاشتدع اذوإ

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada 

suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan  

talak satu”; 

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena adanya 

perselisihan dan pertengkaran  yang terus menerus antara suami istri dan tidak 

ada harapan lagi untuk kembali rukun kembali, hal mana diatur dalam Pasal 19 

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun  1975 jo  Pasal 116 huruf (f)  

Kompilasi Hukum lslam Tahun 1991; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum 

tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi 

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo 

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau gugatan 

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh 

karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, 

dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan 

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dikabulkan dengan 

verstek; 

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat 

belum pernah bercerai maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 Ayat (2) 

huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat dapat 

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap 

Penggugat; 

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama 

adalah talak satu bain Shugra, maka sebagaimana dimaksud Pasal 119 ayat 

(1) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa 

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suami; 
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Menimbang, bahwa di samping Penggugat mengajukan cerai gugat 

Penggugat juga mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang 

hadhanah (hak asuh) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat bernama 

Sheza Almahyra binti Handoko, umur 4 tahun, dan Syauqi Rahman bin 

Handoko, umur 2 tahun; 

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut 

Majelis mempertimbangkan sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat adalah tentang akibat 

terjadinya perceraian, yang  memiliki keterkaitan erat (innerlijke samenhang) 

dan hukum acara pemeriksaannya tidak bertentangan satu sama lain. Oleh 

karena itu, pengajuan dan pemeriksaan perkara tersebut dapat 

dilangsungkan secara kumulasi, sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 

3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 

Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama; 

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berkenaan dengan 

hak asuh dimaksud Tergugat tidak  dapat didengar keterangannya karena 

tidak pernah hadir di persidangan; 

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatanannya 

Penggugat  telah mengajukan bukti surat berupa P.3, dan P.4, serta telah 

menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukt-bukti tersebut, Majelis 

Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: 

Menimbang bahwa terhadap bukti P.3, dan P,4,  telah terbukti dari  

pernikahan Penggugat  dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, 

bernama Sheza Almahyra binti Handoko, umur 4 tahun, dan Syauqi 

Rahman bin Handoko, umur 2 tahun; 

 Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya 

secara formil tidak ada halangan begitu juga secara materiil sebagai saksi 

dalam perkara a quo, dan kedua saksi tersebut telah memberikan 

keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan berdasarkan 

pengetahuan yang bersumber dari pengalaman, penglihatan dan atau 

pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling 
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mendukung dan saling berkesesuaian serta telah sesuai dengan dalil-dalil 

dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi 

tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, 

sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti 

yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Penggugat dalam 

perkara ini, sebagaimana Pasal 308 ayat (1) R.Bg;  

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di 

persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya Penggugat selain 

berakhlak baik dan dapat dipercaya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban 

sebagai pemelihara atas anak-anak tersebut, Penggugat tidak boros dan 

amanah, dan para saksi-saksi juga menyatakan bahwa Penggugat orangnya 

patut dan layak untuk mengasuh anak tersebut, serta tidak  ternyata ada 

halangan yang sah untuk menjadi pemegang hak hadanah atau pemeliharaan 

anak tersebut;  

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang 

Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 

Tahun 2014, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 

2016 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan orang tua berkewajiban dan 

bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak;   

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum 

Islam intinya menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah 

anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun berhak 

mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka 

kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu 

kemudian oleh ayah, dan seterusnya;  

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) 

Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi 

anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor 23 

Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang yang belum 

mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi 

Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang 

ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 

yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang yang sudah mumayyiz 

diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai 

pemegang hak pemeliharaannya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 

rahimahullah dalam kitab Majmu’ al Fatawa, halaman 216-218, yang diambil 

alih menjadi Pendapat Majelis Hakim, menyatakan mengapa ibu lebih berhak 

dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak. 

Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui 

kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan 

mengasuh. Dia lebih pengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ibu 

lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang 

mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia tamyiz berdasarkan 

syari’at; 

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, 

maka agar anak Penggugat dengan Tergugat memperoleh hak-haknya 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 

yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan 

kedua dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 

Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak hadhanah 

atau pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat harus ditetapkan pada 

Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut;  

Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhan anak Penggugat 

dengan Tergugat ditetapkan kepada ibunya, namun agar kepentingan yang 

terbaik bagi anak dapat terlaksana sehingga hak anak-anak untuk dapat 

tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan dan demi untuk memberikan rasa keadilan dalam 
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memberikan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, 

maka tidak terhalang kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut 

untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, sesuai 

dengan ketentuan Pasal 2 dan 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut  di atas, maka gugatan Penggugat agar hak hadhanah atau 

pemeliharaan anak bernama Sheza Almahyra binti Handoko, umur 4 tahun, 

dan Syauqi Rahman bin Handoko, umur 2 tahun tetap berada pada 

Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan; 

Menimbang bahwa, berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di 

atas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 3 gugatan Penggugat 

dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat 

tersebut di bawah hadhanah Penggugat, maka kepada Penggugat diberi 

kewajiban untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang 

hak hadhanah (Tergugat) selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan 

anaknya tersebut, dan apabila Penggugat selaku ibu kandungnya tidak 

memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, hal tersebut 

dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak 

hadhanah (hak pengasuhan anak) tersebut; 

Menimbang, bahwa mengenai nafkah untuk kedua anak Penggugat 

dengan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, dan telah ditetapkan 

Penggugat sebagai pemegang hak asuhnya tetap menjadi tanggung jawab 

dari Tergugat selaku ayah kandung sesuai dengan tuntutan Penggugat 

sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya 

pendidikan dan kesehatan, sampai kedua anak tersebut dewasa atau 

mampu hidup mandiri oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan, dan untuk 

selanjutnya akan dituangkan dalam diktum putusan perkara a quo; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, 

berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang 

dirubah dengan  Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan  perubahan 
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kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan 

Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M E N G A D I L I 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Memjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Handoko bin Suratman) 

terhadap Penggugat  (Maimunah binti Jamal Panjaitan);  

3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Sheza 

Almahyra binti Handoko, umur 4 tahun, dan Syauqi Rahman bin 

Handoko, umur 2 tahun, berada di bawah asuhan (hadhanah) 

Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban memberi akses 

kepada Tergugat (Handoko bin Suratman) untuk bertemu dan 

mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut; 

4. Menghukum Tergugat (Handoko bin Suratman) untuk memberikan 

nafkah, atau biaya hidup kepada kedua anak Penggugat dengan 

Tergugat setiap bulannya minimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di 

luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut 

dewasa atau mampu hidup mandiri; 

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang 

hingga kini dihitung sejumlah Rp.236.000,- (dua ratus tiga puluh enam 

ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Batam pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 18 Zulhijjah 1445 Hijriyah oleh H. Gusnahari, S.H.,M.H. sebagai 

Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, S.H., M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari 

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim 

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muzahar, S.Ag., M.H. sebagai Panitera 

Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik, di 

luar  hadirnya Tergugat; 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Halaman. 20 dari 20 Putusan No. 781/Pdt.G/2024/PA.Btm 
 

Hakim Anggota, 

 

 

Drs. H. Azizon, S.H., M.H. 

Ketua Majelis, 

 

 

H. Gusnahari, S.H.,M.H. 

 

 

Hakim Anggota, 

 

 

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H. 

Panitera Pengganti, 

 

 

Muzahar, S.Ag., M.H. 

 

 

 

 

 

 

 

Perincian biaya: 

1.  Pendaftaran : Rp 30.000,00 
2. . ATK Perkara : Rp 100.000,00 

3.  PNBP Surat Kuasa : Rp 10.000,00 

4.  Panggilan : Rp 56.000,00 
5.  PNBP Panggilan : Rp 20.000,00 
6.  Redaksi : Rp 10.000,00 

7.  Meterai : Rp 10.000,00 

 Jumlah : Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu 
rupiah); 

1.  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20


